BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945. Konsep negara hukum telah membawa Indonesia menjadi negara
hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. Tujuan Nasional
yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 alinea IV yaitu : Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
Memajukan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan
melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan
sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan
Pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan Pembangunan'.

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era
orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan
yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa
dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri)

maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi

! Sri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.



internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan
Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes).
Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD)”’.

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung
dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program
pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial
pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri.
Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi
dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.
Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya
Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program
pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi buttom-up dan top-
down.

Program pembangunan desa yang bersifat bottom-up tertuang dalam
undang-undang Otonomi Daerah (OTDA). Landasan pijak OTDA ini, merujuk
pada Undang-undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25
tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Dalam perkembangannya kemudian kebijakan ini mengalami revisi dengan
dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini
mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan  Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat-Daerah.



Dalam PP ini disebutkan adanya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD),
penyerahan wurusan dari Kabupaten/Kota kepada Desa, pengembangan
perencanaan pembangunan partisipatif dan penataan wilayah desa. ADD
merupakan dana yang diambilkan dari dana perimbangan dikurangi belanja
pegawai dan minimal 10 persen dipergunakan untuk desa.

Keuangan desa adalah barang publik (public goods) yang sangat langka dan
terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan
kegiatan. Pemerintah desa dan BPD memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan
kegiatan desa, padahal uang yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, pemerintah
desa dan BPD ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar
penentuan skala prioritas.

Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06
Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang
bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota. Dana yang begitu besar ini menimbulkan
kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi.
Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa
tersebut

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,



pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB
Desa

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki
kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau klompoknya.
Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang
kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda
terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari
pemerintah.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya
mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di
bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang
lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang
memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian
desa

Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan Anggaran
dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan
diberikan sangsi dan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
kepada para oknum penyalah guna anggaran tersebut harus diberikan sanksi

sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.



Elemen  penting otonomi desa  yakni  kewenangan  desa.
Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara
penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.3 Kewenangan
desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan adat istiadat desa.

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga
sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan
desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan
perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini
penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan
untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa
diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian
Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). Dimana
pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian

BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam



upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini
telah beroperasional dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan
bagi keuangan desa.

Pada dasarnya, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang
diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini
menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat
desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes
sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan
mengedepankan  prinsip  keterbukaan  dan bertanggung jawab terhadap
masyarakat.

Pendirian BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi.
Setidaknya BUMDes menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat
yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang
selama ini seringkali terabaikan. Namun, hal yang perlu ditegaskan dan menjadi
perhatian adalah pada saat BUMDes akan didirikan. Ada mekanisme yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini
dimaksudkan agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat
menjalankan aktifitasnya.

BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada
kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu

menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Berkenaan



dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes sebaiknya dibangun atas
prakarsa (inisiasi) masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian
BUMDes, maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes
sehingga masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan pengelolaan
BUMDes kedepannya.

Pendirian BUMDes nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan Desa ini harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.

Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan
kapasitas dan didukung oleh kebijakan pemerintah desa dengan penetapan perda
dan kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha
ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini
merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih
membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan sedikit pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : Kewenangan

Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan



Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Wilayah Cigasong Kabupaten

Majalengka

B. Identifikasi Masalah
Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti perlu mengidentifikasi
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme kewenangan Pemerintah Desa Dalam
Membentuk Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Di Wilayah Cigasong Kabupaten Majalengka ?

2. Kendala Apa Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah Desa  Cigasong
Kabupaten Majalengka dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis  mekanisme
kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik
Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Wilayah
Cigasong Kabupaten Majalengka

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis kendala yang di
hadapi Oleh Pemerintah Desa Cigasong Kabupaten Majalengka dalam
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang No

6 Tahun 2014



D. Kegunaan Penelitian

1))

2)

Penelitian ini diharapkan ada kegunaan sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis, diharapkan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini
secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum
secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan mekanisme
kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa
Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Wilayah Cigasong
Kabupaten Majalengka.

Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata
kepada para aparatur penegak hukum, sehingga dalam hal ini dapat
memberikan gambaran dalam mekanisme kewenangan Pemerintah Desa
Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 Di Wilayah Cigasong Kabupaten Majalengka Serta hasil
penulisan ini dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum

mengenai kaidah-kaidah hukum dan pelaksanaannya

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk

republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya

pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya

dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat
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(2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea
ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa
Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah
menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara
Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan
mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah
Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui
otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan



11

berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya
ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada
kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan
kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada
negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah
merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak
pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan
kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang
pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan
DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan
Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka
Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu
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“autos” yang berarti “sendiri”, dan ‘“nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga
otonomi diartikan “pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri

Pembagian urusan Pemerintahan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (8)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Yang menyatakan bahwa Berdasarkan
pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam
pemerintahannya menjalankan otonomi otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Secara singkatnya pembagian urusan
pemerintahan di Indonesia terbagi dalam tiga asas, yaitu desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa :

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas

Otonomi.

Soenobo Wirjosoegito memberikan definisi desentralisasi sebagai
berikut 2

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan
umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih
rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan
kepentinga sendiri mengambil keputusan pengaturan dan
pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari itu.

Berkaitan dengan otonomi daerah memiliki beberapa prinsip yang harus di
taati, prinsip-prinsip tersebut adalah :
1. Otonomi Luas

Merupakan pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk

2 Soenobo Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2004 hlm. 15
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mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi
urusan pemerintah pusat.

2. Otonomi Nyata
Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang,
dan kewajiban yang senyatanya tidak ada dan berpotensi untuk tumbuh dan
berkembang sesuai keadaan daerah.

3. Otonomi Bertanggung Jawab
Penyelenggaraan pemerintahan harus sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan
nasional.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum
perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih
kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang,
dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul
daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan

jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Beradasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan
bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Posisi desa yang sangat strategis ini menjadi modal dasar yang harus
dipahami secara menyeluruh dan terintegrasi, baik dari segi kekuatan, kelemahan,
peluang dan kendala, maupun hubungan dengan lingkungan strategis, baik
regional, nasional dan internasional. Oleh karena itu perlu ada core strategy untuk
memandirikan Desa. Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan untuk menunjang perwujudan otonomi daerah, maka adalah sudah pada
tempatnya jika desa mendapatkan haknya mengelola keuangannya sendiri.

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan
desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga
desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk
mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang
sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
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berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) dinyatakan bahwa :

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan,
kemasyarakatan dan pembangunan.

1. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).

2. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa
maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah
disusun di atas.

3. Dengan demikian tentukan dulu pos pengeluaran (belanja), baru pos
pendapatan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang
beroperasi  dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan
lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja

BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
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kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha
kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai
kehidupan bermasyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas
inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal
usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak
menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada
pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak
ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting
untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan
dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa
(Perdes).

Maksud pembentukan BUMDes adalah :

(1) Menumbuhkembangkan perekonomian desa;

(2) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa;

(3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi
peruntukan hajat hidup masyarakat desa;

(4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Tujuan pembentukan BUMDes antara lain :

(1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-

sumber pendapatan lain yang sah;
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(2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-
unit usaha desa;
(3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap
tenaga kerja masyarakat di desa;
(4) Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang
berpenghasilan rendah
Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah
merupakan perwujudan upaya memaksimalkan peran pengelolaan ekonomi
produktif desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa. Peran ini perlu
dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan
sustainable agar nantinya pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara
efektif, efisien, profesional dan mandiri
Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi
kebutuhan  (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan
distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan
kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes
akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi
desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non
anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku
standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang
disepakati bersama, sehingga menimbulkan keseragaman dari usaha-usaha yang

dijalankan oleh BUMDes.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini

mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini mempunyai spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian
hukum yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan
praktik pelaksanaannya Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk
Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Di Wilayah Cigasong Kabupaten Majalengka.

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara Yuridis-Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu
hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum

yang berlaku didalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan

penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum
yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian

kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer
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berupa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maupun

bahan hukum sekunder seperi buku maupun Koran.

b. Studi Penelitian Lapangan
Ronny Hanitojo Soemitro menyatakan bahwa penelitian lapangan
adalah 3
Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer,
terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara (interview) melaui penelitian lapangan.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya langsung pada yang diwawancarai.

4. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka data yang diperoleh dilakukan

dengan teknik :

a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan Kewenangan
Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa
Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Wilayah Cigasong
Kabupaten Majalengka

b. Wawancara untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data
sekunder

5. Alat Pengumpul Data
Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen

atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang

3 Ibid
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dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan

pihak yang terkait.

. Analisis Data
Analisis adalah suatu penjelasan, penginterprestasian secara logis,
sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan
mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang
diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk
asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.
. Lokasi Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi
ini dilakukan di :
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
Dalam No. 17 Bandung;
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati

Ukur

c. Pemerintah Desa Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka



